
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.509, 2013 OMBUDSMAN. Perjalanan Dinas. Biaya. Asisten 
Ombudsman. 

 
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANG 

PERJALANAN DINAS 
BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang 
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada 
Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan 
Peraturan Ombudsman tentang Perjalanan Dinas bagi 
Asisten Ombudsman Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4899); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan 
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5207); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang 
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada 
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5328); 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor S-950/MK.02/2012 tanggal 28 Desember 
2012;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERJALANAN 

DINAS BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK 
INDONESIA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 
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